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Transmigrosi bertujuan mengatasi masalah ketidokmerataagn pem-
bangunan fisik dan sumber daya manusia antordaerah. Sebagai pro-
GrOm yang menyerap anggaran sanget besar, evaluos! secara terus
menerus lethadop peloksanaan Program Transmigrasi menfad] sa-
ngai penting dilakukan. Perelitian ini bertujuan menyusun suaiu
instrumen yang dapat digunakan untuk melakuken evaluasi dan
enalisis terhadap kebijaken penyelenggoraan Program Transmigrasi
di Indonesia. Instrumen dimaksud berupa indeks komposit dengon
menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process {AHP) yang
dinamakan Indeks Keberhasilan Transmigrasi (1KT). Melalul repre-
sentasi dari indikator-indikator pembangun indeks kompaosit terse-
but, pengukuran tingkat keberhoslian pembangunan di daerah
transmigrasi dapat dilakukan. Penelitian ini mengambil kasus
Kabupaten Pesisir Sefatan di Provinsi Sumatera Barat. Hasif peng-
hitungan IKT Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0,49 menjelaskan
bahwa pembangunan transmigrasi di Xabupaten ind cukup berhasil.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sefumioh UPT yang diba-
ngun di Kabupaten ini telah berkembang menjadi desa serta berkon-
tribusi nyata pada pembangunan daerah dan memberikan kehidup-
an yang lebih sejahtera bagi penduduknya. Namun begitu, kondisi
sefumioh UPT lainnya masih fauh tertinggol dengan tingkat kese-
jahteraan penduduknya yeng masih sangat rendah.

Kata kunci: transmigrasi, AHF, indeks keberhasilan transmigrast
% PERPUSTAKAAN
UNTVERSITAR INDONTSIA

Salah satu permasalahan pemba- ngunan antardaerah, baik dalam hal pem-
ngunan yang dihadapi Indonesia sampai bangunan fisik maupun sumber daya
saat ini adalah ketimpangan pemba- manusia. Ketimpangan ini terjadi sebagai
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akibat dari ketidakmerataan jumlah pen-
duduk antardaerah. Populasi terbesar
penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa
dengan kepadatan penduduk yang sangat
tinggi dan [aju pertumbuhan penduduk
yang cukup besar.

Salah satu pemecahan yang pernah
ditempuh oleh Pemerintahan Kolanial
Belanda yang berkuasa pada saat itu
adalah dengan memindahkan pendu-
duk dari daerah berpenduduk padat ke
daerah berpenduduk jarang. Mereka me-
namakan pregram pemindahan pendu-
duk tersebut dengan sebutan “koloni-
sasi? Keputusan untuk melaksanakan
Pragram Kolonisasi diambil setelah me-
lihat kenyataan bahwa tingkat pertum-
buhan penduduk di Pulau Jawa pada
masa itu cukup tinggi yaitu sekitar 3,9
persen’. Hal ini tentu saja membawa
dampak pada timbulnya permasalahan
penyediaan lapangan kerja untuk menja-
min tingkat kehidupan ekonomi ma-
syarakat. Sejak awal kemerdekaan se-
butan kolonisasi diubah menjadi trans-
migrasi. g
Dengan adanya perubahan sistem
pemerintahan dari sentralistik menjadi
desentralistik melalui Undang Undang
{UU) No-22 Tahun 199% mengenai Peme-
rintahan Daerah dan telah diperbarui
menjadi UU No.33 Tahun 2004, penye-
lenggaraan Program Transmigrasi telah
mengalami perubahan mengikuti para-
digma yang berkembang saat ini. Penca-
paian tujuan pembangunan transmigrasi
yang diharapkan saat ini adalah (1) ada-
nya peningkatan kesejahteraan trans-
migran dan masyarakat sekitar; (2) terjadi-
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nya peningkatan dan pemerataan pem-
bangunan daerah; (3) menjadi sarana un-
tuk memperkokoh persatuan dan ke-
satuan bangsa. Keberhasilan pemba-
ngunan transmigrasi bisa dinilai berda-
sarkan tingkat pencapaian ketiga tujuan
pembangunan transmigrasi tersebut
{Yudohusodo 2004).

Pentlaian terhadap keberhasilan
pembangunan transmigrasi selama ini
lebih ditekankan pada pembangunan
fisik cleh Pemerintah di kawasan trans-
migrasi misalnya prasarana jalan, jem-
batan, listrik dan air bersih. Sulit untuk
mengatakan hal tersebut sebagai suatu
keberhasilan karena belum ada keten-
tuan mengenat indikator-indikator yang
bisa digunakan untuk menilai keberha-
silan pembangunan transmigrasi. Oleh
karena itu, keberadaan instrumen untuk
mengetahui tingkat keberhasilan pem-
bangunan transmigrasi menjadi sangat
dibutuhkan.

Selama ini evaluasi terhadap kinerja
penyelenggaraan transmigrasi hanya
dilakukan pada Unit Permukiman Trans-
migrasi (UPT) yang masih berstatus pem-
binaan atau disebut UPY Bina. Secara
umum, batas waktu pembinaan yang di-
lakukan terhadap UPT adalah lima tahun.
Setelah batas waktu tersebut, trans-
migran diharapkan sudah bisa mandiri.
Selanjutnya, UPT diserahkan kepada pe-
merintah daerah setempat dan dina-
makan UPT Serah.

Menurut Desbarats dalam Saleh
(2005), kebijakan redistribusi penduduk
seperti penyelenggaraan transmigrasi
memerlukan jangka waktu yang cukup

! Sejarah leblh [engkap mengenal Kolonlsasl bisa dlbaca pada buku " Transmigrasl Kebuluhan Negara Kepulauan
Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang; oteh Siswono Yudohusodo, Depnakertrans, 2004.
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lama yaitu 20 tahun. Waktu yang cukup
lama tersebut akan menjadi bersifat
counter productive terhadap pencapaian
hasil apabila penyelenggaraan trans-
migrasi dilakukan sebagai respon terha-
dap kebutuhan jangka pendek. Periode
pembangunan lima tahun sebagai prog-
ram jangka pendek kurang tepat untuk
mengukur keberhasilan kebijakan redis-
tribusi penduduk.

Berangkat dari hal-hal tersebut di
atas, penelitian ini dimaksudkan untuk
menyusun instrumen pengukur kinerja
dan keberhasilan pembangunan trans-
migrasi, baik pada UPT Bina maupun UPT
Serah. Instrumen dimaksud berupa indi-
kator-indikator yang dapat merepre-
sentasikan pencapaian tujuan pemba-
ngunan transmigrasi, yang selanjutnya
disebut Indeks Keberhasilan Transmi-
grasi {IKT). Indeks ini diharapkan dapat
digunakan sebagai alat evaluasi dan
analisis kinerja penyelenggaraan trans-
migrasi. Hasil evaluasi dan analisis diha-
rapkan dapat digunakan sebagai data
pendukung dalam penyusunan peren-
canaan pembangunan transmigrasi di
masa mendatang. Metode yang diguna-
kan untuk menyusun IKT adalah model
Analytical Hierarchy Process {AHP).

Untuk melihat kemampuan IKT da-
lam merepresentasikan tingkat keber-
hasilan pembangunan transmigrasi, akan
dilakukan uji coba penggunaan indeks
ini untuk menilai tingkat keberhasilan
pembangunan transmigrasi di Kabu-
paten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera
Barat.

H
2005

la (Studi Kasus)

{Herwinl Wahyu Susant)

PROGRAM TRANSMIGRASI D] KABU-
FATEN PESISIR SELATAN

Kabupaten Pesisir Selatan merupa-
kan salah satu kabupaten di Provinsi
Sumatera Barat yang dijadikan daerah
penerima transmigran. Sebagian besar
pemukiman transmigrasi di Kabupaten
ini dibangun di wilayah selatan terutama
di Kecamatan Lunang Silaut. Pemilihan
wilayah selatan sebagai wilayah trans-
migrasi di Kabupaten Pesisir Selatan di-
latarbelakangi cleh alasan-alasan ber-
ikut?:

a. Dalamrangka keseimbangan pemba-
ngunan antara wilayah utara {meli-
puti Kecamatan Ranah Pesisir, Lenga-
yang, Sukera, Batang Kapas, IV Jurai,
Bayang dan Koto 11 Terusan) dan wi-
layah selatan {meliputi Kecamatan
Linggoe Sari Baganti, Pancung Soal, Basa
IV Balai Tapan dan Lunang Silaut)
karena sebelumnya wilayah utara
lebih maju dibandingkan wilayah
selatan. Di samping itu, juga untuk
mengurangi kecemburuansosial antara
penduduk di kedua wilayah tersebut;

b. Dalam rangka pemanfaatan potensi
sumber daya alam terutama lahan
gambut yang ada di Kecamatan
Lunang Silaut;

¢ Dalam rangka pembukaan jalan baru
lintas barat dari Padang menuju
Bengkuly;

d. Pemanfaatan Program PU-Rawa {me-
lakukan pengeringan rawa/membuat
drainase) dalam rangka pemanfaatan
sumber daya lahan gambut melalui
Program Transmigrasi. Pada saat itu

Lembaran Informasi Kelransmigraslan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsl Sumaters Barat,
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Binas Pekerjaan Umum setempat se-
dang melaksanakan proyek pemba-
ngunan drainase dengan melakukan
pengeringan rawa. Ketentuan yang
diharuskan untuk menunjang pem-

bangunan drainase tersebut adalah

dibangunnya permukiman trans-
migrasi di daerah tersebut;
f. Dalam rangka mengamankan daerah
perbatasan dengan Provinsi Bengkulu;
g. Karena keterbatasan pemerintah ka-
bupaten dalam membiayai pemba-
ngunan melalui dana APBD.

GambaranUmum

Program Transmigrasi di Kabupaten
Pesisir Selatan dilaksanakan pertama kali
pada tahun 1973 dengan menempatkan
sebanyak 1.244 jiwa dari 300 kepala ke-
luarga {KK). Pada tahun 1974 ditempat-
kan lagi sebanyak 300 KK atau sebanyak
1.177 jiwa transmigran yang berasal dari
Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Dae-
rah Istimewa Yogyakarta (DIY) di lokasi
Lunang | Kecamatan Lunang Silaut. Pro-
gram Transmigrasi selanjutnya beilang-
sung beberapa tahap dan terus berlang-
sung sampai sekarang, terutama di Unit
Permukiman Transmigrasi yang masih
dibina (UPT Bina).

Jenis transmigrasi yang ada di Kabu-
paten Pesisir Selatan terdiri dari Trans-
migrasi Umum {TU), Transmigrasi Setem-
pat (TS), Transmigrasi Swakarsa Mandiri
(TSM), Transmigrasi Swakarsa Pengem-
bangan Desa Potensial {TSBD atau Tran-
sabangdep} dan transmigrasi berkaitan
dengan Peningkatan Program Pemu-
kiman Perambah Hutan melalui Dana Re-
boisasi (PAHDR). Pola usaha yang dikem-
bangkan di daerah transmigrasi terdiri
dari Pola Tanaman Pangan Lahan Kering
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(TPLK) dan Pola Tanaman Pangan Lahan
Basah (TPLB).

Transmigran yang ditempatkan di
lokasi transmigrasi Kabupaten Pesisir
Selatan terdiri dari transmigran dari dae-
rah asal (TPA} dan transmigran dari daerah
setempat {TPS). Keterlibatan penduduk
setempat sebagai transmigran adalah
dalam rangka meningkatkan persatuan
dan kesatuan bangsa dan agar terjadi
pengaliban pengetahuan (transfer of
knowledge) anmraTPA dan TPS. Mulai tahun
1997 terjadi pergeseran komposisi trans-
migran secara signifikan. Jika sebelum
tahun 1997 sebagian besar transmigran
berasal dari luar daerah (TPA), maka sejak
tahun 1997 proporsi transmigran dar dae-
rah setempat [TP5) menjadi lebih banyak
dari TPA sebagaimana ditunjukkan pada
Tabel 1.

Sampai saat ini UPT yang sudah di-
bangun di Kabupaten Pesisir Selatan ber-
jumlah 13 buah. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 11 UPT telah menjadi UPT Serah
karena tugas pembinaan terhadap UPT
tersebut telah diserahkan kepada Peme-
rintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
Tugas pembinaan terhadap 2 UPT lainnya
yaity UPT Kumbung dan UPT Silaut V1
masih merupakan tanggung jawab Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dari 13
UPT tersebut, 11 buah di antaranya ter-
letak di Kecamatan Lunang Silaut dan 9
di antaranya sudah menjadi UPT Serah
(lihat Tabel 2).

Dari hasil wawancara dengan para
transrmigran di sejumlah lokasi transmi-
grasi yaitu Lunang Il, Silaut ), Silaut 1,
Silaut IV, Sindang dan Inderapura dike-
tahui bahwa sebelum mengikuti program
transmigrasi sebagian besar transmigran
tidak mempunyai lahan di daerah asalnya.
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Tabel 2.

Unit Permukiman Transmigras) yang DIbangun dl Kabupaten Peslsir Selatan

No. | LOKASI PENEMPATAN PENYERAHAN NAMA DESA KECAMATAN
TAHUN KK JIWA TAHUN KK JIWA
1 Lunang | 197371974 o0 1.344 1980/1981 509 2.521 | Tanjung Lunang Silaut
Beringln
1974/1975 300 1.177 1981/1982
2 Lunang Il 1981/1982 500 2119 1988/198% 552 2.453 | Tanjung Sarl Lunang Sllaut
3 Lunang il 198271983 500 2090 1988/198% 552 2.595 | Rawa Sari Lunang Slfaut
4 Sliaut | 1985/1986 200 725 1991719952 530 2,138 | Tanjung Lunang Silaut
makmur
1986/1987 374 1.482 1991/1992
5 Silaut Il 1986/1987 26 102 1992/1993 376 1.292 | Taman Lunang Sllaut
Makmur
1987/1598 350 1.235 1992/1993
[ Slfaut I 1990/1991 300 1.168 1998/1999 500 2.3 Mekar Sari Lunang Silaut
199171992 200 ae4 1998/1959
7 Sllaue IV 1991/1992 300 1,233 1998/1999 300 1.495 | Suka maju Lunang Silaut
8 Tanjung Gadang 1994/1995 162 590 1996/1997 162 590 | Tanjung Sutera
Gadang
9 Inderapura 1994/1995 450 1.958 2002 473 2.091 | Tamuan Pancung Soal
10 | Sllaut ¥ 199471995 300 1.087 2004 302 1.356 | Tanjung Lunang Sllaut
Plnang
11 Sindang 1996/1997 250 1.294 2004 250 1.30B | Kampung Lunang Silaut
Sindang
12 [ Sllaut Vi 2000 69 269 Masih Dibina Lunang Silaut
2001 200 788 Masih Diblna Lunang Sllaut
13 | Kumbung 2001 150 594 Maslh Dibina Lunang Sllaut
4,931 20139 4506 20470

Sumber: Lembaran informasi Ketransmlgrasian, Dinas Nakertrans Sumalera Basat, 2005
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Kebanyakan dari mereka sebelumnya be-
kerja sebagai buruh tidak tetap dengan
penghasilan antara Rp40.000,- sampai
Rp200.000,- per bulan. Sebagian lainnya
bahkan tidak mempunyai pekerjaan sama
sekali. Mereka yang mempunyat sedikit
lahan telah menjualnya dan mengguna-
kan hasil penjualan tersebut untuk biaya
mengikuti transmigrasi. Setelah mengikut
transmigrasi, mereka mengaku memiliki
kesejahteraan yang lebih baik. Narmun
begitu, peningkatan kesejahteraan baru
terjadi pada masyarakat transmigran di
UPT Lunang II, Silaut (I dan Silaut IV.
Belum terjadi peningkatan penda-
patan transmigran di UPT Sindang dan
UPT Inderapura. UPT Sindang merupakan
UPT dengan pola PAHDR. Sebelum meng-
ikuti transmigrasi, pada umumnya me-
reka bekerja sebagai buruh pengangkut
kayu hasil penebangan ilegal {illegal
fogging) dengan pendapatan rata-rata
per bulan berkisar antara Rp200.000,-
hingga Rp400.000,-. Setelah mengikuti
transmigrasi dan UPT diserahkan ke
Pernerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan pada tahun 2004, pendapatan
mereka justru menjadi tebih kecil yaitu
rata-rata hanya sebesar Rp150.000,-/
bulan, Hal yang sama juga terjadi pada
UPT Inderapura. Belum adanya pening-
katan kesejahteraan transmigran di UPT
ini disebabkan oleh ketidakjelasan status
lahan usaha yang diberikan Pemerintah
kepada mereka. Lahan usaha yang
mereka terima digugat sebagai milik
warga setempat sehingga mereka tidak
punya lahan lagi yang bisa diolah.
Akibatnya, banyak di antara mereka

{Herwinl Wahyu Susanu)

mencari pekerjaan di luar lokasi trans-
migrasi sebagai buruh.

Soslal Budaya

Hal yang menarik di daerah trans-
migrasi Kabupaten Pesisir Selatan adalah
banyaknya kejadian perkawinan cam-
puran antara warga transmigran dan
penduduk asli setempat. Hal ini meru-
pakan salah satu bentuk perwujudan
proses asirnilasi dan integrasi sosial yang
diharapkan dari adanya program trans-
migrasi. Dalam rangka mendukung ter-
jadinya proses asimilasi dan integrasi
sosial tersebut, Pemerintah Daerah Kabu-
paten Pesisir Selatan melakukan upaya
agar para transmigran menjadi anak
kemenakan dari kepala suku {ninik mamak)
yang ada di wilayah tersebut. Tujuannya
adalah agar dapat meminta pendapat
kepada ninik mamak mereka untuk turut
menyelesaikan sesuai adat yang ada di
Sumatera Barat jika terjadi masalah me-
ngenai lahan, perkawinan anak-anak
mereka, kematian dan lain-lain,

METODE PENYUSUNAN INDEKS KEBER-
HASILAN TRANSMIGRASI {IKT) DENGAN
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Indeks Keberhasilan Transmigrasi
{KT}) yang dibangun dalam penelitian ini
terdiri dari indikator-indikator yang
umumnya bersifat kualitatif, Indikator-
indikator tersebut diharapkan mampu
merepresentasikan pencapaian tujuan
program transmigrasi. Dalam menentu-
kan indikator-indikator dan rumusan IKT
tersebut, penelitian ini menggunakan
model Analytic Hierarchy Process (AHPY.

v Penelasan mengenal metode AKP terdapat pada buku berjudul AHP ditulls oleh Bambang £5.Brojonegoro {1992}




JURNAL KEBLAKAN EKONOM!

Tujuan akhir penggunaan metode AHP
adalah memberikan penilaian secara
kuantitatif terhadap pencapaian tujuan
pembangunan transmigrasi.

Kriteria, sub-kriteria dan indikater
yang menyusun IKT serta hirarki dan ha-
sil penghitungan bobot masing-masing
kriteria, sub kriteria dan indikator dengan
menggunakan metode AHP ditunjukkan
pada Tabel 3 dan Gambar 1.

Penentuan bobot untuk masing-
masing kriteria, sub kriteria dan indikator
dalam penyusunan IKT dilakukan berda-
sarkan penilaian ahli fexpert). Dalam pe-
nelitian ini para expert dipilih berdasar-
kan pengalaman dan penguasaannya
dalam bidang ketransmigrasian. Mereka
terdiri dari 5 pejabat di lingkungan De-
partemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
{Depnakertrans), 1 staf pelaksanalapangan
di Pusdatin Ketransmigrasian Depnaker-
trans, serta 1 pejabat dan 1 staf lapangan
Nakertrans Dinas Provinsi Sumatera Barat.
Pemberian bobot pada indikator-indi-
kator IKT dilakukan untuk melihat derajat
kepentingan masing-masing indikator
dalam merepresentasikan keberhasilan
pembangunan transmigrasi, yang meru-
pakan penjabaran dari kriteria tujuan
dan sub-kriteria masing-masing tujuan.

Gambar 1 menunjukkan bahwa kri-
teria “kesejahteraan” mempunyai bobot
tertinggi yaitu sebesar 0,661, ditkuti oleh
kriteria "permnbangunan daerah” sebesar
0,208 dan kriteria “integrasi nasional”
sebesar 0,131. Implikasinya adalah bahwa
kebijakan yang harus dijalankan Peme-
rintah dalam melaksanakan program
transmigrasi adalah dengan menguta-
makan adanya peningkatan kesejah-
teraan transmigran dan masyarakat di
sekitar [okasi transmigrasi.
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Pada kelompok kriteria “kesejah-
teraan; pembertan bobot tertinggi dibe-
rikan pada sub-kriteria "ekonomi® yaitu
sebesar 0,614, Bobotini jauh lebih besar
dibandingkan bobot sub-kriteria “pendi-
dikan® dan sub-kriteria "kesehatan” yang
masing-masing hanya mencapai 0,268
dan 0,117, Implikasi kebijakan yang harus
diprioritaskan oleh Pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan transmigran
dan masyaralat sekitarnya adalah dengan
meningkatkan tingkat ekonomi mereka.

Pada kelompok kriteria “pemba-
ngunan daerah’ sub-kriteria "penam-
bahan tenaga kerja” mendapatkan bobot
tertinggi yaitu sebesar 0,433, jauh lebih
tinggi dibandingkan sub-kriteria "pe-
ningkatan penerimaan daerah” yang ha-
nya sebesar 0,106, “terbentuknya pusat
pertumbuhan baru” sebesar 0,289 dan
“peningkatan investasi” sebesar 0,172.
Dari angka-angka tersebut, kebijakan yang
harus diprioritaskan Pemerintah dalam
pembangunan transmigrasi adalah kebi-
jakan yang mampu menciptakan kesem-
patan kerja melalui kegiatan ekonomi
yang dapat menyerap banyak tenaga
kerja sehingga Skhirnya mampu mendu-
kung pembangunan daerah .

Pada kelompok kriteria “integrasi
nasional; sub-kriteria "integrasi dan asi-
milasi® memperoleh bobot 0,75 sedang-
kan sub-kriteria "keserasian dan keru-
kunan® mendapat bobot sebesar 0,25.
Hal ini berimplikasi pada prioritas kebi-
jakan Pemerintah yang mampu meng-
upayakan terjadinya integrasi dan asimi-
lasi antara warga transmigran dan masys-
rakat setempat dalam upaya memper-
kokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Penilaian ahli {expert) memberikan
bobot tertinggi pada indikator-indikator
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Tabel 3
Kriteria, Sub Kriteria dan Indikator yang Menyusun IKT
Kriteria Sub-kriteria Indikator
Ekonomi 1. Indikator Pendapatan Transmigran
dan Masyarakat sekitar
2 Indikator Pemerataan Pendapatan
_ Pendidikan 3  Indikator Tingkat Melek Huruf
Kesejahteraan 4 Indikator Rasio Primory Enrollment
Netto
Kesehatan 5 Indikator Prevalensi Penyakit
Indikator Angka Kematian Balita
7  Indikator Rasio Kematian lbu
Melahirkan
Penambahan 8 Indikator Tenaga Kerja Langsung
Tenaga Kerja 9 Indikater Tenaga Kerja Tak
Langsung
10 Indikator Tenaga Kerja Pendukung
Peningkatan 11 Indikator Penerimaan PBB
Pembangunan \ . - .
Penerimaan 12 Indikator Penerimaan Pajak
Daerah
Daerah Kendaraan
Terbentuknya 13 Indikator Aksesibilitas
Pusat 14 Indikator Komoditi Unggulan
Pertumbuhan 15 Indikator Lembaga Ekonomi
baru 16 Indikator Adanya Fasos dan Fasum
Peningkatan 17 Indikator Adanya Investor
Investasi 18 Indikator Adanya Industri
Pengelahan
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Tabel3
Kriteria, Sub Kriteria dan Indikator yang Menyusun IKT
{lanjutan)
Kriteria Sub-kriteria Indllator
Integrasi dan 19 Indikator Perkawinan Campuran
Asimilasi 20 Indikator Keterlibatan Trans sebagai
Aparat

Integrasi
Nasional Kerukunan dan 21 Indikator Terjadinya Konflik akibat

Keserasian

23

SARA
Indikator Keterlibatan Trans dalam
Organisasi

Indikator Terbentuknya Organisasi

sebagaimana disajikan pada Tabel 4.
Hasil penghitungan bebot tersebut meru-
pakan hasil dari rata-rata penilaian expert
dengan menganggap setiap expert mem-
punyai bobot yang sama, yang dilakukan
sebelum diolah dengan menggunakan
Program Expert Choice.

PenghitunganIKT

Bobot dari masing-masing kriteria,
sub-kriteria dan indikator pada Tabel 4
selanjutnya digunakan sebagai rumusan
untuk menghitung IKT di suatu daerah.
Dalam menghitung IKT perlu ditentukan
lebih dulu rumusan intensitas indikator.
Hal ini untuk menentukan nilai intensitas
masing-masing indikator daerah yang
akan dihitung nilai IKTnya. Ada dua ru-
musan yang digunakan dalam menen-
tukan nilai intensitas indikator sebagai-
mana dapat dilihat pada Tabel 5. Nilai in-
tensitas indikator yang digunakan dalam
KT adalah antara0dan 1 dengan interval
nilai sebesar G,1.
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Cara PenentuanNilal IntensitasIndikator

Penentuan Nifal Intensitas Indl-
kator dengan Menggunakan Batas Mini-
mum-Maksimum yang Bersifat Positif.
Rumus ini digunakan apabila kita ingin
menjelaskan bahwa semakin besar nilai
data dasar indikator yang akan dihitung
semakin besar pula nifai intensitas indi-
kator yang diperoleh (mendekati angka
satu). Indikator yang dihitung dengan
rumus ini adalah indikator “pendapatan
per kapita transmigran} "angka melek
huruf; “rasio primary enroliment netto;
"tenaga kerja langsung;“tenaga kerja tak
langsung’ “tenaga kerja pendukungf
*pajak bumi dan bangunan? “pajak ken-
daraan bermotor? *kawin campur” dan
“keterlibatan transmigran dalam orga-
nisasi®

Penentuan Nilai Intensitas Indl-
kator dengan Menggunakan Batas Minl-
mum-Maksimum yang Bersifat Negatif.
Rumus ini digunakan apabila kita ingin
menjelaskan bahwa semakin besar nilai
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Tabel4

Indikator-indlkator dengan Bobot Tertinggi berdasarkan Penilalan Ahli (Expert)
No, | Namaindikator Sub-Kriterla Bobot
1 Pendapatan per kapita Ekonomi 0,833
2 Melek Huruf Pendidikan 0,667
3 Kematian Balita Kesehatan 040
4 Prevalensi Penyakit Kesehatan 0,40
5 Pajak Bumi dan Bangunan | Penerimaan Daerah 075
6 Tenaga Kerja Langsung Penambahan Tenaga Kerja 0,682
7 | Aksesibillitas Terjadinya Pusat Pertumbuhan Baru | 0,545
8 Investor Peningkatan Investasi 0667
9 Kawin Campur Integrasi dan Asimiliasi 6,333
10 | Konflik Keserasian dan Kerukunan 0682

data dasar indikator yang akan dihitung
akan memberikan nilai intensitas indika-
tor yang semakin kecil {mendekati angka
nol). Indikator yang dihitung dengan ru-
mus ini adalah indikator "gini rasio? “pre-
valensi penyakit;“angka kematian balita}
serta "angka kematian ibu hamil dan
melahirkan?
PenentuanNilatintensitasindikator
denganMenggunalanKetentuan Khusus.
Penentuan nilai intensitas dengan cara
ini digunakan untuk indikator-indikator
yang sulit ditentukan batas minimum
dan maksimumnya sehingga penghi-
tungannya menggunakan ketentuan
berdasarkan jumlah atau kondisi yang
diinginkan atau yang harus dipenuhi.
Indikator-indikator yang dihitung nilai
intensitasnya dengan menggunakan ke-
tentuan ini adalah indikator "aksesibili-
tas? "komoditas unggulan? “lembaga
ekonomi’ “fasilitas sosial dan fasilitas
umum? “investor; "industri pengolahan

dan derivatnya’ "transmigran sebagai
aparat pemerintah? “konflik SARA® dan
Indikator "terbentuknya organisasi kema-
syarakatan?

Berdasarkan nilai intensitas indika-
tor tersebut selanjutnya dapat dihitung
nilai indeks dengan menggunakan rumus
IKT yang disajikan pada Tabel 6. Skala
yang digunakan untuk penilaian IKT ada-
Iah antara 0 dan 1. Selanjutnya dari inter-
val nilai tersebut dibuat lima kategori
penilatan terhadap keberhasilan pemba-
ngunan transmigrasi sebagai berikut:

1. Nilai 0.8 < IKT £1,0 untuk kategori
sangat berhasil;

2 Nilai 0,6 < IKT £ 0.8 untuk kategori
berhasil;

3. Nilai 04 < IKT £ 0,6 untuk kategori
.cukup berhasil;

4, Nilai 0,2 < IKT 50,4 untuk kategori
kurang berhasil;

5. Nilai 0,0 < IKT £ 0,2 untuk kategori
tidak berhasil.
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Tahel5.
Rumusan Penentuan Nilai Intensitas (ndikator dalam Penghitungan IKT

Dengan Batas Maksimum dan Minimum

Bersifat Positif

X = Batas Minimum
Y = Batas Maksimum
B ={Y-X}/9

Nilai Intensitas adalah :

0 : DataDasar < X

0,1 : X < Data Dasar < (X + d}

0.2 : (X +d) < Data Dasar < (X + 2d}
03 : (X +2d) < Data Dasar < {X + 3d)
04 : (X + 3d) < Data Dasar < (X + 4d)
05 @ (X + 4d) < Data Dasar < (X + 5d)
06 : (X4 5d) < Data Dasar < {X + 6d)
0,7 : {X + 6d) < Data Dasar < (X + 7d)
08 : (X + 7d) < Data Dasar < (X + 8d)
09 : [X+8d)<DataDasar<Y

1 : DataDasar =Y

Bersifat Negatif

¥ = Batas Minimum
Y = Batas Maksimum
d = ({Y-X)/9

Nilai Intensitas adalal :

0 : DataDasar »Y

01 : (X+8d)<DataDasar<Y

0,2 : (X + 7d) < Data Dasar < (X + 8d)
03 : (X +6d) < Data Dasar < (X + 7d)
04 : (X + 5d) < Data Dasar < (X + 6d}
0,5 : (X + 4d) < Data Dasar < (X + 5d}
0,6 :  {X+ 3d} < Data Dasar < (X + 4d}
0,7 :  {X+2d} < Data Dasar < (X + 3d}
08 : (X +d)<Data Dasar < (X + 2d)
09 : X< Data Dasar < (X +d)

1 : DataDasar g X

Tanpa Batas Maksimum dan Minimum

Misal:
Bersifat Positif

Nilai Intensitas adalah :

0 : Tidak ada
05 : Adail
1 : Ada [ebth dari satu

Bersifat Negatif

Nilai Intensitas adalah :

0 :  Ada lebih dari satu
05 : Ada satu

1 : Tidak ada
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Tabel6
Rumus Penghltungan Indeks Keberhasllan Transmigrasl (IKT}

Nilal Bobot Nilal Sub Bobot Nilal Bobot Nilaj Nlial
Indikator | Intansites | Indikator Indikator | Kriterla | Sub Sub Kritarlm | Kriterls Kriterla | Indeks
1] Indikator Kriteria Kriterla

N) {Bl} (ND) (SK) {BSK) {N5K) LY} {BK) {NK) Km

{N1=N"BI} {ZNI"BSK} {ZNSK*BK)
I N B NI,
. N, B NI, SK, BSK, NSK,
L N TR NI
l, N, B, N, 5K it NSk, K, BK, NK,
L N, B, NI,
I, N, B), NI, 5K, BSK, NSK,
L N, B, NI,
—- z- m—- z_-
L, N, o, N, SK, 85K, NSK,
_.5 Z—e W__n z_—ﬂ
1 N, Bl,, NI NK, +NK, + NK,
S I N L M e
“: n.- H-u z___u xn —An _Au
L] (L] " Z—_; m WM Zm
__u z_u m—.- Z._.__ F x- Kﬂ
_‘ z-b m—_t z_-.
I, N, Bl, NI
L ., B, NI, 5K, BsK, NSK,
I N Bl NI,
L N B, NI, S 1S NSK,
_u_ Zu— m_-_ Z—E z- mf zxu
I N,, Bl,, NI,, SK, BSK, NSK,
1 Ny Bl NI,
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HASIL PENGHITUNGAN DAN ANALISIS
NILAl IKT DI KABUPATEN PESISIR

SELATAN

Gambar 2 menunjukkan hasil peng-
hitungan IKT yang dilakukan pada UPT
Silautl, Silaut IV, Lunang I, Sindang, Inde-
rapura, Kumbung dan Silaut VI serta hasil
penghitungan IKT di tingkat Kabupaten
Pesisir Selatan berdasarkan data yang di-
peroleh dari survei lapangan.

Gambar tersebut menunjukkan bah-
wa pembangunan transmigrasi di tujuh
UPT memberikan hasil yang bervariasi.
Tinggi rendahnya nilai IKT sangat diten-
tukan oleh tinggi rendahnya nilai inten-
sitas indikator yang dihitung berdasarkan
data yang diperoleh dari lapangan. Tabel
& menunjukkan hasil penghitungan nilai
intensitas indikator dan nilai IKT di tujuh
UPT dan di Kabupaten Pesisic Selatan.

{Heswinl Wahyu Susantl)

UPT Silautli

UPT Silaut Il mempunyai nilai IKT
0,76 dan termasuk kategori UPT yang
berhasil. Dengan tingkat pendapatan per
kapita transmigran mencapai Rp931.213,-
dan indeks rasio gini sebesar 0,36 dapat
dikatakan babwa kesejahteraan transmi-
gran di UPT Silaut Il cukup tinggi dan me-
rata. Di bidang pendidikan, hanya sedikit
transmigran berumur di atas 15 tahun
yang buta huruf, Namun demikian masih
cukup banyak anak yang belum meme-
nuhi wajib belajar 9 tahun. Rendahnya
angka kematian balita, angka kematian
ibu hamil dan melahirkan serta preva-
lensi penyakit menunjukkan bahwa ting-
kat kesehatan transmigran di UPT ini sa-
ngat baik.

Selain dikenal sebagai daerah
penghasil salak, UPT Silaut | merupakan

Gambar2.

Grafik Persandingan Nilal IKT berdasarkan UPT
di Kabupaten Pesisir Selatan

0.8

0.7 {
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Nilai IKT

Kumburg Sllautvl  Sllautll  SilantV  Lunangll Sindang [nderpura Kabupaten
Pessel

Nama UPT
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Ickasi penghasil sawit yang cukup dian-
dalkan baik di tingkat Kecamatan Lunang
Silaut maupun di Kabupaten Pesisir Se-
latan, Sayangnya, aksesibilitas transportasi
ke fokasi UPT ini cukup rendah karena
kondisi jalan penghubung, jalan poros
dan jalan desa di lokasi tersebut sangat
buruk. Hal inf tentu saja kurang mendu-
kung kemudahan dan kelancaran peng-
angkutan hasil sawit dari lokast kebun
ke perusahaan penampung hasil pro-
duksi tersebut. Akibatnya, biaya angkut
menjadi tinggi dan harga jual hasil kelapa
sawit yang diterima petani menjadi ren-
dah.Rendahnya harga jual tersebut meng-
akibatkan penurunan pendapatan yang
diterima oleh transmigran,

UPTSilautlv

UPT Silaut IV memperoleh nilai IKT
sebesar 0,72 dan dikategorikan sebagai
UPT yang berhasil. Dari sisi kriteria “kese-
jahteraan’ tingkat ekonomi transmigran
di UPT ini cukup tinggi dan merata de-
ngan tingkat pendapatan per kapita trans-
migran sebesar Rp674.980,- dan rasio gini
mencapai 0,32. Di bidang pendidikan, ti-
dak ada transmigran yang berusia lebih
dari 15 tahun yang masih buta hurut, Na-
mun begiru, angka rasio primary enroliment
netto menunjukkan bahwa masih banyak
anak usia sekolah dasar (SD} dan sekalah
menengah pertama (SMP) yang tidak
bersekolah, Tingkat kesehatan trans-
migran di UPT ini sangat baik dinilai dari
rendahnya angka kematian balita, angka
kernatian ibu hamil dan melahirkan serta
prevalensi penyakit. Keberadaan UPT ini
memberikan kontribusi yang besar terha-
dap pembangunan daerah Kabupaten
Pesisir Selatan terutama melalui peneri-
maan pajak bumi dan bangunan {PEB) dan
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nilai produksi komeditas unggulan kelapa
sawit. Kendala pemasaran hasil sawit di
UPT ini hampir sama dengan yang diha-
dapi para transmigran di UPT Silaut II
yaitu aksesibilitas yang buruk.

UPT Lunang I

Nilai IKT di UPT Lunang Il mencapai
0,62 dan termasuk ke dalam kelompok
UPT yang berhasil. Dari sisi kriteria “kese-
jahteraan? pendapatan per kapita trans-
migran di UPT ini masih lebih rendah di-
bandingkan UPT Silaut Il dan Silaut IV
Namun pencapaian di bidang pendidik-
an sudah cukup baik Hanya sedikit pen-
duduk berumur di atas 15 tahun yang buta
huruf dan rasio anak-anak usia SD dan
SMP yang tidak bersekolah berada di ba-
wah 25 persen. Dibidang kesehatan, UPT
ini dikategarikan bagus karena memiliki
angka kematian balita, rasic kematian ibu
hamil dan melahirkan serta prevalensi
penyakit yang rendah, Pada kriteria "pem-
bangunan daerah? keberhasilan ditun-
jukkan oleh tingginya {91 persen) trans-
migran yang sudah membayar PBB. Tidak
adanya konflik yang terjadi di UPT ini
berpengaruh terhadap kerukunan hidup
antara warga transmigran dan penduduk
setempat. Beberapa perkawinan campur-
an terjadi antara transmigran dan pen-
duduk setempat. Aksesibilitas di UPT ini
cukup sulit sebagaimana yang terjadi di
UPT Silaut Il dan Silaut IV. Kondisi infra-
struktur rusak sehingga menghambat ke-
lancaran pengangkutan dan pemasaran
hasil produksi pertanian.

UPT Inderapura

Dengan nilai IKT sebesar 0,35, UPT
Inderapura termasuk UPT yang kurang
berhasil. Berbeda dengan UPT Silaut |l
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Silaut IV dan Lunang [l yang berhasil
mengembangkan komeditas kelapa sa-
wit menjadi komoditas unggulan, UPT
Inderapura menghadapi kondisi sebalik-
nya. Jangankan menanam sawit, [ahan usa-
ha | dan lahan usaha |l yang seharusnya
menjadi hak transmigran telah diaku se-
bagai hak milik penduduk setempat dan
tidak boleh diclah. Akibatnya, warga
transmigran di UPT ini tidak dapat bertani
dan bekerja sebagai buruh di luar UPT.
Kondisi ini menjadikan kehidupan mereka
menjadi sangat memprihatinkan.
Dilihat dari sisi kriteria kesejahte-
raan, pendapatan per kapita transmigran
di UPT Inderapura sangat rendah yaitu
hanya sebesar Rp268,098,-, masih di bawah
batas minimum yang digunakan IKT. Di
bidang pendidikan, jumlah penduduk
berumur di atas 15 tahun yang buta huruf
cukwp rendah yaitu hanya 5 persen. Namun
begitu, angka rasio primary enroliment
netto cukup rendah yaitu 29 persen. Ini
berarti jumlah anak usia seko-lah SD dan
SMP yang tidak bersekolah mencapai 71
persen. Secara keseluruhan, kekurangber-
hasilan pembangunan transmigrasi di UPT
Inderapura merupakan dampak dari ada-
nya pengakuan kepemilikan lahan oleh
penduduk setempat yang menyebabkan
transmigran tidak bisa mengolah lahan.

UPT Sindang

UPT Sindang merupakan program
transmigrasi yang menggunakan pola
Peningkatan Program Pemukiman Peram-
bah Hutan Melalui Dana Reboisasi
(PAHDR). Seluruh transmigran yang ditem:
patkan di lokasi ini adalah penduduk se-
tempat {TP5) yang rata-rata sebelumnya
bekerja sebagai pengangkut kayu pada
kegiatan iffegal fogging.
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Ada perbedaan mendasar antara
transmigran dari daerah asal (TPA) yang
berasal dari Pulau Jawa dan transmigran
yang berasal dari penduduk setempat (TPS)
dalam hal daya juang dan keuletan me-
reka dalam mengelola lahan yang diberi-
kan. Kenyataan dilapangan menunjukkan
bahwa lokasi transmigrasi yang trans-
migrannya merupakan TPA lebih berhasil
dibandingkan lokasi yang transmigran-
nya merupakan TPS. Meskipun merniliki
status sebagai UPT Serah sejak tahun
2004, rata-rata pendapatan transmigran
di UPT Sindang ternyata lebih rendah di-
bandingkan pendapatan mereka sebelum
bertransmigrasi. Kemudahan mereka
dalam mendapatkan pendapatan selama
bekerja pada ilfegal logging belum bisa
mengubah kesadaran mereka untuk men-
jadi petani pengolah tanah. Akibatnya
pendapatan mereka tidak meningkat.

Kendisi lokasi transmigrasi mereka
juga belum menunjukkan perkembang-
an yang menggembirakan. Salah satunya
ditunjukkan oleh buruknys kondisi jalan
menuju lokasi transmigran dan juga kon-
disi jalan di dalam lokasi transmigran.
Saat hujan turun, jalan-jatan tersebut sama
sekali tidak bisa dilewati. Dengan kondisi
seperti tersebut, nilai IKT UPT Sindang
hanya mencapai 0,38 dan termasuk ke
dalam kategori kurang berhasil.

UPT Kumbung

UPT Kumbung adalah UPT yang
masih dibina oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
Sebagai UPT yang masih dalam pembi-
naan, belem banyak hasil pembangunan
yang telah dicapai. Nilai IKT UPT Kum-
bung hanya sebesar 0,39 dan masuk ke
dalam kategori kurang berhasil. Rendah-
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nya nilai IKT ini disebabkan oleh bebe-
rapa hal. Salah satunya adalah masih be-
lum adanya kontribusi dari sektor pajak
terutama PBB karena lahan dan bangun-
an yang berada di UPT yang masih dibina
belum dikenai PBB. Selain itu, proses
pengelahan lahan masih dalam status
penyesuatan sehingga belum memberi-
kan hasil produksi yang mampu me-
nyumbang pada output daerah. Situasi di
UPT ini diperburuk oleh rendahnya ak-
sesibilitas yang ditunjukkan oleh kondisi
jalan yang rusak parah.

UPT Silaut VI

Seperti halnya UPT Kumbung, UPT
Sitaut VI masih berstatus UPT pembinaan
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan. Penyesuaian
yang dilakukan transmigran dalam pe-
ngolahan lahannya ternyata belum mam-
pu memberikan kontribusi yang cukup
berarti terhadap output dan pemba-
nguran daerah, Dari kriteria kesejahte-
raan, pendapatan per kapita transmigran
masih di bawah batas minimum yang
ditetapkan IKT. Sementara itu, belum ada
kontribusi dari sektor pajak. Aksesibilitas
sangat rendah karena kondisi infrastruk-
tur jalan yang ada di lokasi ini rusak se-
hingga kurang mendukung kelancaran
kegiatan ekonomi transmigran. UPT ini ma-
suk dalam kategori kurang berhasil ka-
rena IKT yang dicapai oleh UPT Silaut VI
hanya sebesar 0,40.

Kabupaten Pesisir Selatan

Nilai IKT yang diperoleh Kabupaten
Pesisir Selatan mencapai 0,49. Angka ini
diperoleh berdasarkan data yang ada
pada seluruh UPT yang diteliti. Dengan
nilai ini, program transmigrasi di Kabu-
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paten Pesisir Selatan masuk ke dalam
kategori cukup berhasil. Pendapatan per
kapita rata-rata transmigran sudah di atas
batas minimum IKT namun tidak didu-
kung oleh tingkat pemerataan penda-
patan yang tinggi. Walau hanya sedikit
transmigran berusia di atas 15 tahun yang
buta huruf, namun masih banyak anak
usia SD dan SMP yang tidak bersekolah.

Tingkat kesehatan transrigran di
Kabupaten ini cukup bagus dilihat dari
tingginya nilai intensitas untuk indika-
torindikator angka kematian balita, rasio
kematian ibu hamil dan melahirkan serta
prevalensi penyakit. Dari kriteria pem-
bangunan daerah, kontribusi yang dibe-
rikan eleh sub sektor penambahan tenaga
kerja, penerimaan daerah melalui pajak,
investasi dan terjadinya pusat perturm-
buhan baru memberikan nilai intensitas
yang cukup.

Masuknya investor yang menanam-
kan modalnya pada perusahaan peng-
olah sawit dan adanya komoditas ung-
gulan memberikan kontribusi pada ke-
berhasilan pembangunan transmigrasi di
Kabupaten ini. Namun masih adanya
konflik UPT di Kabupaten ini mengurangi
tingkat keberhasilan tersebut Meskipun
secara keseluruban tingkat keberhasilan
pembangunan transmigrasi di Kabu-
paten Pesisir Selatan tidak terlalu tinggi
diukur dari nilai IKTnya yang hanya sebe-
sar 0,49, keberadaan transmigrasi di dae-
rah ini ternyata sangat memberikan arti
bagi masyarakat di Kabupaten tersebut
khususnya di Kecamatan Lunang Silaut.
Keberadaan Kecamatan Lunang Silaut
yang merupakan hasil pemekaran dari
Kecamatan Pancung tidak lepas dari pe-
ran keberadaan lokasi transmigrasi.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penyusunan IKT dengan menggu-

nakan metode AHP untuk mengukur
keberhasilan pregram transmigrasi dan
penerapannya di Kabupaten Pesisir Se-
latan memberikan hasil sebagai berikut:

&.

Penggunaan metode AHP mampu
menghasilkan suatu ukuran keber-
hasilan yaitu KT yang dapat membe-
rikan gambaran mengenai pemba-
ngunan transmigrasi di sejumlah UPT
yang diamati, baik di UPT Binaan mau-
pun UPT Pasca Binaan {(UPT Serah).
Metode AHP yang digunakan dalam
membangun [KT ternyata mampu
memberikan hasil yang cukup baik
dilihat dari kemampuannya merepre-
sentasikan kondisi keberhasilan
transmigrasi sebagaimana kondisi
sesungguhnya di lapangan. Hal ini
bisa dilihat dari hasil penghitungan
IKT di masing-masing UPT. Data-data
di lapangan yang berhasil ditangkap
melalui indikator-indikator yang
membangun IKT dan proses peng-
hitungan yang dilakukan dengan
menggunakan rumusan IKT mampu
merepresentasikan tingkat keberha-
silan pembangunan transmigrasi
secara menyeluruh, baik dalam ling-
kup UPT maupun dalam lingkup
kabupaten.

Dari tujuh UPT yang diteliti, hanya
tiga diantaranya dinyatakan berhasil
dengan nilai IKT di atas 0,6 yaitu UPT
Lunang II, UPT Silaut Il dan UPT Silaut
IV. Empat UPT lainnya yaitu UPT
Inderapura, UPT Sindang, UPT Silaut
VI dan UPT Kumbung dinilai kurang
berhasil. Keberhasilan pembangunan
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transmigrasi di sejumlah UPT di Kabu-
paten Pesisir Selatan ini terutama di-
dukungoleh keberhasilan para trans-
migran mengembangkan komoditas
pertanian unggulan. Namun, rendah-
nya aksesibilitas transportasi ke lo-
kasi transmigran menjadi faktor peng-
hambat dalam upaya peningkatan
harga jual produksi. Sementara itu,
kekurangberhasilan keempat UPT
tersebut terutama disebabkan oleh
adanya konflik masalah lahan de-
ngan penduduk asal dan keenggan-
an transmigran penduduk setempat
untuk mengolah lahannya akibat
rendahnya penghasilan yang dite-
rima dibandingkan yang mereka di-
terima sebelum menjadi transmigran.
Secara keseluruhan di tingkat Kabu-
paten Pesisir Selatan, pembangunan
transmigrasi dinilai cukup berhasil
dengan nilai IKT 0,49. Pencapaian inj
terutama disumbang oleh tingginya
nilzi yang dipercleh dari kriteria ke-
sejahteraan terutama dari sub kriteria
kesehatan dan pendidikan. Disamping
itu masuknya investor yang bergerak
dalam bidang pengolahan kelapa
sawit untuk menampung hasil pro-
duksi pertanian kelapa sawit dari
lokasi-lokasi transmigrasi di Kabu-
paten ini, memberikan kontribusi
besar terhadap tingginya nilai 1KT.
Adanya keserasian dan kerukunan
antara transmigran dan penduduk
setempat {kecuali di Inderapura)
memberi penilaian yang cukup tinggi
pada kriteria integrasi nasional.

Rekomendasl

Dengan berkembangnya sejumlah

komoditas pertanian menjadi komoditas
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unggulan di sejumlah UPT dan cukup
besarnya kontribusi komaoditas perta-
nian tersebut terhadap output daerah,
Pemerintah Daerah Kabupetan Pesisir
Selatan perlu memperhatikan pening-
katan aksesibilitas pemasaran dan infor-
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